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ABSTRAK
PENGARUH SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN,
PARTISIPASI ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN
TERHADAP KINERJA SKPD PEMERNTAH KOTA PALEMBANG
Oleh :
Wahyu Rakhmad Kurniawan;
Drs. Burhanuddin, M. Acc., Ak
Hj. Rochmawat Daud, S.E., M.Si., Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran, parsipasi anggaran dan kejelasan sasaran
anggaran terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kota Palembang. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode sensus,
jumlah responden ada 45 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan
kuesioner yang berisi 30 pernyataan. Selanjutnya data dianalisis menggunkan
regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa (1) sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, partisipasi anggaran dan
kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja
SKPD (2) sinkronisasi perencanaan berpengaruh terhadap kinerja SKPD (3)
partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD (4) kejelasan sasaran
anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Kata Kunci : Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Partisipasi
Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Kinerja SKPD.
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ABSTRACT
PENGARUH SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN,
PARTISIPASI ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN
TERHADAP KINERJA SKPD PEMERNTAH KOTA PALEMBANG
By:
Wahyu Rakhm};d Kurniawan;
Drs. Burhanuddin, M. Ace., Ak
Hj Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak

This study aims to analyze the influence of planning and budgeting
synchronization, budgetary participation and budget goal clarity on the
performance of local government agencies in palembang. This study employed
the quantitative approach. By applying census method, its respondents are 45
person. The data collection is done directly by using a questionnaire contains 30
statements. Then the multiple regression analysis model apply to test the
hypotheses. The result indicate that (1) the planning and budgeting
synchronization, budget participation, and budget goal clarity affect the SKPD
performance simultaneously (2) planning and bugeting synchronization affect
SKPD Performance (3) budget participation affect SKPD performance, and (&)
budget goal clarity affect SKPD performance.

Keywords: Planning and budgetary synchronization, Budgetary Partisipation,
Budget Local Goal Clarity, Local Government Agencies (SKPD)

Performance.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan akuntansi sektor publik semakin meningkat, hal ini
dapat dilihat dari perhatiaan banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan
daerah. Pemerintah memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Pemerintah
Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui otonomi daerah. Dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Pasal 25 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membuka peluang bagi
Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangga pemerintah daerah secara
sendiri-sendiri termasuk didalamnya yang terpenting yaitu kewenangan yang lebih
besar dalam pembuatan anggaran. Serta Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Pasal 65 yang mengatur tentang Hak, Kewenangan, dan Kewajiban
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Repulik Indonesia.

Selain itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat dengan asas-asas pelayanan publik yang meliputi:

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan



kewajiban. Sebagai salah satu implementasi dari asas-asas pelayanan publik
pemerintah menyusun anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
seperti pembangunan, jalan, pendidikan, dan lain sebagainya. Proses
penganggaran menggunakan pendekatan kinerja yang diatur dalam Permendagri
Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan tentang
pedoman dalam pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah
(RAPBD), pembentukan RAPBD dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) bersama-sama unit kerja tercantum dalam dokumen rencana
kegiatan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Kewenangan
yang diberikan harus diiringi dengan Kinerja stakeholder atau Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang baik. Kinerja organisasi adalah hasil
akhirorganisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam
pertanggungjawaban, efisien, sesuai kehendak pengguna jasa informasi, visi dan
misi organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan dengan sarana dan
prasarana yang memadai. Dengan adanya kinerja yang baik dalam pemerintahan
daerah maka kewenangan yang telah diberikan akan terlaksana dengan baik pula.
Dalam hubungannya dengan kinerja, pentingnya mencapai sinkronisasi
atau kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran telah diamanatkan dalam
Undang-Undang (UU) nomor 25 tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005

mengenai pengelolaan keuangan daerah.



Kinerja SKPD tidak terlepas dari partisipasi segala pihak yang ada
dilingkungan SKPD. Kinerja SKPD dapat dinilai baik atau berkualitas apabila
dapat melaksanakan kewenangan tersebut secara efektif, efisien, adil, dan merata.
Kinerja SKPD juga dapat diukur dari perencanaan, pertanggungjawaban,
penganggaran, pelaporan, dan pengawasan. Pada akhir masa anggaran setiap
tahunnya, kinerja seluruh SKPD akandinilai berdasarkan pencapaian target
anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaranyang dilaporkan dalam Laporan

Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Fenomena yang terjadi tentang kinerja tahun 2014 Penggunaan anggaran
di Pemerintah Kota Padang ternyata masih lemah. Sejumlah SKPD tidak mampu
merealisasikan pekerjaannya sesuai dengan taget yang ditetapkan. “ini
membuktikan beberapa kinerja SKPD kota Padang dinilai buruk”. Faktor-faktor
ini disebabkan karena pengelolaan yang tidak hati-hati, adanya pemborosan atas
biaya yang tidak perlu, penggunaan sumber daya yang tidak memadai serta
pencapaian target dan kebijakan yang tidak tepat. Seperti Dinas Pertanian
Peternakan Kehutanan dan Perkebunan (Dispernakhutbun) pemerintah kota

Padang, dana alokasi khusus untuk pertanian dan kehutanan tersisa sebanyak

Rp155,9 juta selama tahun 2011 sampai tahun 2013.

Akibatnya banyak program dispernakhutbun tidak diselesaikan dengan
baik. Lemahnya perencanaan kegiatan akibat para satuan kerja yang kurang siap
dalam menyusun rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan banyak yang tertunda
dari jadwal, dan penyerapan anggaran pun menjadi tidak optimal. Seyogianya

kinerja SKPD dapat dilihat dari seberapa mampu mencapai target dan persentase



fisik dan keuangan program/kegiatan. Banyaknya anggaran yang hanya sebagian
terserap akibat berbagai kendala yang dihadapi SKPD, seperti penerapan sistem
pengendalian intern yang kurang baik dalam pelaksanaan program. Kendala
lainnya yaitu kualitas sumber daya manusia, seperti masih banyaknya pegawai
SKPD vyang tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik sehingga program
atau kegiatan yang dikerjakan tidak selesai dan terlambat dari waktu yang telah

ditetapkan.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2016 pada Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terancam
dicopot dari jabatan, apabila SKPD yang bersangkutan memiliki kinerja keuangan

yang buruk, ditunjukkan dari laporan anggaran yang rendah.

Fenomena yng terjadi di kota Palembang adalah, adanya penurunan APBD
Palembang dalam perubahan tahun 2015, yang mencapai sekitar Rp277 miliar
dari APBD induk sebesar Rp3,1 Triliun, tidak dapat lepas dari dampak
pencapaian retribusi tidak maksimal oleh SKPD yang berpengaruh pada PAD
Kota Palembang. Beberapa SKPD mengajukan surat penurunan target pencapaian
kontribusi PAD. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya SKPD yang tidak
mampu merealisasikan target PAD yang sudah di tetapkan. Ini membuktikan
beberapa kinerja SKPD Kota Palembang belum baik, kurangnya perencanaan dan

penggunaan sumber daya yang memadai dapat menjadi faktor utama.

Kewo (2014) seperti yang dikutip Novia ldea Matondang (2015)

menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi Kinerja adalah



partisipasi anggaran.Partisipasi adalah konsep dimana bawahan ikut terlibat dalam
pengambilan keputusan sampai tingkat tertentu bersama atasannya (Robbins,
2002). Partisipasi anggaran sebagai proses keikutsertaan manajer pusat
pertanggungjawaban dalam menyusun anggaran dan mempengaruhi target
anggaran sebagai bagian utamatanggungjawabnya (Kenis). Dalam penyusunan
anggaran pemerintah melibatkan banyak aparat pemerintah dalam hal ini seluruh
bagian SKPD. Jika SKPD ikut serta dalam penyusunan anggaran maka hasil yang
didapat akan lebih baik karena adanya tanggungjawab dari SKPD terhadap
penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran dapat menjadi salah satu system
pengendalian manajemen sehingga dapat tercapai tujuan SKPD terkait. Solichah
(2013) menyatakan jika semakin sinkron dan konsisten dokumen perencanaan dan
penganggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja SKPD. Hal ini
mengindikasikan bahwa semakin sinkron dokumen perencanaan dan

penganggaran, maka akan semakin meningkatkan Kinerja SKPD.

Keterlibatan SKPD dalam penyusunan anggaran akan berdampak pada
kualitas hasilpenyusunan anggaran yang baik dan mencapai target anggaran.
Manfaat partisipasianggaran dapat menimbulkan rasa kesatuan antara aparat
pemerintah dengan atasan dan menimbulkan ide-ide baru atau inisiatif untuk
menyusun anggaran.Hasil penelitian Rafika Anggraeni (2009) bahwa partisipasi
anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD.Tati Susilawati Sunarya
(2013) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh
signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah (SKPD).Perbedaan hasil

penelitian ini dapat terjadi karena faktor situasional yang terjadi berbeda antara



satu tempat dan tempat lainnya.Oleh karena itu, partisipasi anggaran masih harus
diteliti lagi dengan variable yang lebih menguatkan pengaruh partisipasi terhadap

penyusunan anggaran.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi Kkinerja pemerintah adalah
kejelasan sasaran anggaran.Salah satu karakteristik anggaran yaitu kejelasan
sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana anggaran yang
telah ditetapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan awal. Selain itu, kejelasan
anggaran adalah anggaran yang dibuat secara jelas dan efektif sehingga mudah
dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab terhadap anggaran tersebut. Pada
pemerintahan daerah sasaran atau disebut juga target adalah hasil yang diinginkan
dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan
(PermendagriNomor 13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 43). Jika anggaran yang dibuat
jelas sasarannya maka dapat mempermudah pembagian tanggungjawab anggaran
dan memudahkan masing-masing aparat pemerintah (SKPD) mencapai kinerja
yang lebih meningkat.Kewo (2013) menemukan bahwa kejelasan sasaran

anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manejerial.

Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti mengangkat masalah ini
kedalam objek kajiannya dengan judul “Pengaruh Sinkronisasi perencanaan
dan penganggaran, Partisipasi Anggaran danKejelasan SasaranAnggaran

Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah KotaPalembang”.



1.2 Perumusan masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan yang dikaji

dalampenelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi perencanaan dan penganggaran mempengaruhi SKPD
pemerintah kota Palembang ?

2. Bagaimana partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja SKPD Pemerintah
kota Palembang ?

3. Bagaimana kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi kinerja SKPD

Pemerintah kota Palembang ?

1.3  Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian “Pengaruh sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan
Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kota Palembang” untuk:
1. Untuk menganalisis pengaruh sinkronisasi perencanaa dan penganggaran
terhadap kinerja SKPD pemerintah Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja SKPD
pemerintah Kota Palembang.
3. Untuk menganalisis pengaruh kejelasan anggaran terhadap Kinerja SKPD

Pemerintah Kota Palembang.



1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian “Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan,
Partisipasi Anggaran dan KejelasanSasaran Anggaran Terhadap Kinerja SKPD
Pemerintah Kota Palembang” adalah secara Praktis sebagai informasi untuk
organisasi perangkat daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Pemerintah Kota Palembang dalam menyusun anggaran di masa yang akan datang
agar pihak yang terkait dalam penyusunan anggaran dapat lebih berpartisipasi
dalam penyusunan anggaran sehingga anggaran dapat dibuat sejaca jelas sesuai
sasaran anggaran, juga sebagai informasi untuk meningkatkan kinerja SKPD di

Pemerintah Kota Palembang agar lebih efektif.
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